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PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN 

 TAHUN 2018 

 
CAMAT KUTOWINANGUN, 

 

Menimbang   : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017, dan 

Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/391//KEP/2016 

tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Camat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Camat Kutowinangun tentang Penetapan 

Rencana Kerja Satuan Kerja  Perangkat Daerah 

Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 

2018. 

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950    Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5496); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 

2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses 

Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2004 Nomor 64); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kebumen Tahun 2007 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 36); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 

2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 93); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 



Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 126); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2017 Nomor 12); 

24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2017 Nomor 86). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTOWINANGUN 

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018. 

 

Pasal 1 

Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun adalah sebagaimana tertuang 

dalam lampiran peraturan ini yang merupakan suatu kesatuan yang utuh 

dan tak terpisahkan dari peraturan ini. 

 

Pasal 2 

Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun sebagaimana dimaksud pada pasal 

1 diatas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 

Kebumen yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis 

Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016 - 2021. 

 

Pasal 3 

Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun sebagaimana dimaksud pasal 1, isi 

dan uraian Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2018 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam 

lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Camat 

Kutowinangun. 

Pasal 4 

Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun dimaksud pada Pasal 1 diatas 

dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 

 

Pasal 5 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kutowinangun 

pada tanggal  17  Juni  2017 

 
CAMAT KUTOWINANGUN 

 

 

 

AGUS SUSANTO 


